
BUPATI SEMARANG 

PERA TURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR ~ TAHUN ~orr 

TENTANG 

I SALINAN ] 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 111 
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 201.0 , tentang Pengadaan Barangl Jasa 
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
Tahun Anggaran 2011, serta Surat Edaran Bersama 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 900 I 5106 / SJ dan Nomor 02 /XII/ SEB / 2010 
tanggal 28 Desember 2010 tentang Pedoman 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2011, yang menyatakan bahwa Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) untuk Tahun Anggaran 2011 
dilaksanakan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan 
,dan Befanja Daerah, maka perlu meninjau kembafi 
Peraturan Bupati S3marang Nomor 111 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
Anggaran 2011 ; . 

· b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Semarang ; 

Mengingat · 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan . Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 



2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahaaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran ,, 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lernbarat1 Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangal) Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 T ahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daer'ah Tingkat II 
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Tarif Bea Materai dan. Besamya Batas 
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3950) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor .24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Jndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

, 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembarari Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / _ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 10. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
T entang Pengelolaan Ba rang Milik Negara / Daerah 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia T ahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(lembaran Negara . Republik lndonesic;1 Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 
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26. Peraturan Pemerintah. Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972); 

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun. 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelqlaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan MenteriDalam Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya; . 

•33. Peraturan Menterf Dalam Negeri Nomor ·20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Oaerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 
tentang Peaoman Penyusunan · Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran . Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2006 Nomor 26 Seri A Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupateo SemarangNomor 21); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 1); · 



Menetapkan ' 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Dae rah . dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Oaerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan 
~~n,barffn Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15); 

~P- Prf~turcin D~erah Kqbupaten Semarang Nornor 18 
1.. Tanun 200~ tenlang: Organisasi Qan Tata ~~rja Dinas 
· paeral') ·: Kabupateri .· Semarang (Lembaran Daerah 
. · Kaijupate~ Semarang Jah~n 200~ Nomor 18, Ta'l'lbahan 

~~111barar, paerar Kapupaten Semarang Nomor 16); .-1 

41- R~raturaf1 Paerah t(abupaten Semarang ~onior 19 
· Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sadan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, lnspektorat, 
Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan 
T erpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten . Semarang Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 18); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 
Nomor 12); 

44. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang tahun Anggaran 2011 
(Serita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2010 Nornor 
110); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 111 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN 
RELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
geLANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 
ANGGARAN 2011. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 
2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Serita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi Ill PELAKSANAAN 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH huruf B. PENATAUSAHAAN 
PENGELUARAN angka 1 Pengajuan Surat Permintaan Pernbayaran 
(SPP) terdiri dari angka 4) Pengajuan SPP-LS huruf a diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

4) Pengajuan SPP-LS · 

a) Ketentuan Pembayaran melalui pembebanan Langsung (LS) dilaksanakan 
untuk pembayaran yang nilainya paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus 
juta rupiah) untuk paket Pengada~n Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 
lainnya dan nilainya paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 
untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi; 

b) Bendahara pengeluaran atas dasar · permohonan PPTK mengajukan SPP
LS Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat . Pengguha Anggaran/Barang 
dan/ atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 
mela/ui PPK-SKPD; 

·c) Kelengkapan dokumen SPP"'."LS secara umum mencakup : 

1) surat pengantar SPP--LS; 

2) ringkasan SPP~LS; 

3) rincian SPP-LS; 

4) Foto Copy SPD; 

5) Surat Pemyataan LS dari Pengguna Anggaran; 

6) Kwitansi bermaterai cukup; 

7) Kartu . kendali kegiatan; 

8) Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang - undangan .yang berlaku, seperti : 

a) , Pengadaan Barang I Jasa dilampiri : 

1) Surat perajanjian kerjasama / kontrak kerja; 

' 2) Surat Perintah Kerja { SPK); 

3) Surat Setoran Pajak (SSP) dan Faktur Pajak yang telah ditanda 
tangani Wajib Pajak; 

A) Surat" Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna 
Anggaran penetapan rekanan; 

. 5) Berita Acara Perneriksaan Pekerjaan yang ditandatangani 
pihak rekanan, panitia pemeriksa dan Lampiran barang yang 
diperiksa; · 
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6) Serita Acara Serah Terima Pekerjaan; 

7) Berita Acara Pembayaran bermeterai yang ditandatangani; 

8) Jaminan uang muka apabila ada uang muka atau jaminan 
pemeliharaan apabila memerlukan pemeliharaan; 

9) Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan dari 
PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan. 

b) Pengada~n Konstruksi Bangunan dilampiri. : 

1) Surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak Kerja; 

2) Surat Perintah Kerja; 

3) Surat Setoran Pajak dan Faktur Pajak yang ditandatangani 
Wajib Pajak; 

4) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna 
Anggaran mengenai penetapan rekanan; 

5) Serita Acara Pembayaran bermaterai yang ditandatangani 
Pengguna Anggaran dan Rekanan; 

6) aerita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani 
Panitia Pemeriksa dan pihak rekanan berikut lampiran 
pekerjaan yang diperiksa; 

7) Berita Acara serah terima pekerjaan; 

8) Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan; 

9) Surat Jaminan Bank untuk uang muka, pelaksanaan dan 
pemeliharaan; 

l0}Surat pemberitahuan potqngan denda keterlambatan dari 
PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; 

11)Surat Pemberitahuanjaminan sosial tenaga kerja; 

12)Untuk konsultan yang perhitungan harganya menggunakan 
perhitungan personil ( billing rate ), Serita Acara Prestasi 
pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga 
konsultan sesuai pentahapan waktu ,pekerjaan dan bukti 
penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti 
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat 
penawaran. 

2. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi IV TATA CARA PENYALURAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BEL.ANJA SUBSIDl, HIBAH, BANTUAN 
SOSIAL, BAGI HASIL, PEGAWAI; 'BARANG DAN, JASA, BANTUAN 
KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA ditambah huruf I. 
BELANJA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 



I. BEi.ANJA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

Bantuan Operasional Sekolah dalam penganggaran pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 
agar didukung dengan data lampiran dari penerima bantuan dan di 
sahkan oleh Tim Peneliti Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang, 
Adapun data dukung dimaksud adalah merupakan dokumen yang 
tidak terpisahkan dalam pelaksanaan belanja bantuan daerah. 

Pasalll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan .penempatannya . dalam Serita Oaerah Kabupaten 
Semarang. 

Ditetapkan di Ungaran . 
pada tanggal 16 - o~ - 3of'r 

Diundangkah di Ungaran 
pada tanggal 17-02-2011 

·Pit. SEKRETARIS'DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG 

Ke ala Dinas Pendapatan dan 
·· ~ · , n Keuangan Daerah 

.--- e.,,, 

HUDAYA 

~•I>" A DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 23 · 
. S£'-~ . 

• 4 _ 4 _ __ . ~ 

........ 


